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Abstract 

The purpose of this research is to probe the perception that employees on 

government institute on the influence of procedural equity, distribution equity, 

effectivenes of internal control, compensation match, organization culture, unethical 

behavior, and law enforcement towards frauds in the Ministry of Trade. The amount 

of samples in this research is 103 employees on Ministry of Trade office in Jakarta. 

The sampling technique used is convenience sampling. The data collected is from 

the questioner. The result of this result shows that there is negative effect between 

procedural equity, distribution equity, effectiveness of internal control, 

compensation match, organization culture, law enforcement towards frauds in the 

government sector, positive effect from unethical behavior towards frauds in the 

government sector. 
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PENDAHULUAN 

 

Instansi pemerintah mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan 

suatu pemerintahan, terkait dengan pencapaian tujuan pemerintah tersebut maka 

harus didukung dengan perilaku atau tindakan baik dari para pegawainya. Namun, 

pada kenyataannya banyak kasus kecurangan yang terjadi di kalangan instansi 

pemerintahan baik pusat maupun daerah. 
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Dari tahun ke tahun nampaknya kasus – kasus kecurangan pada perusahaan 

atau Instansi Pemerintah (contohnya Pemerintahan Pusat ataupun Pemerintahan 

Daerah) yang dilakukan oleh karyawan atau bahkan atasan, dan selalu menjadi 

bahan pembicaraan hangat masyarakat luas. Kecurangan dilakukan dengan maksud 

untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan cara 

menyalahgunakan posisi jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu 

keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Dari berbagai pengertian tentang 

kecurangan, secara sederhana dapat diartikan kecurangan sebagai suatu tindak 

kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan 

salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Namun, walau 

berbagai jenis kecurangan terungkap dan telah di proses oleh hukum, belum ada 

indikasi bahwa tindak kecurangan itu akan terhenti. 

Guna mengerti seberapa parahnya korupsi yang terjadi di negara Indonesia, 

dapat diketahui dari beberapa resume artikel yang pernah dimuat di media cetak 

seperti berikut: melalui salah satu artikel yang di tulis oleh Gabrillin (kompas.com, 

2016) yang berjudul Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa di 

semester awal 2016, 755 kasus korupsi mangkrak di lembaga penegak hukum. Hasil 

pemantauan yang dilakukan Indonesian Corruption Watch (ICW), menunjukkan 

bahwa sebanyak 755 kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum, tidak 

mengalami perkembangan dalam semester pertama tahun 2016. 

Penanganan kasus yang tidak berjalan, paling banyak terjadi di kejaksaan. 

Padahal ada 911 kasus korupsi yang berstatus penyidikan pada semester II tahun 

2015, tetapi baru 156 kasus yang naik ke penuntutan, ujar staf Divisi Investigasi 

ICW Wana Alamsyah dalam konferensi pers di Sekretariat ICW. 

Berdasarkan data yang diperoleh Indonesian Corruption Watch (ICW), pada 

semester kedua tahun 2015, kejaksaan menangani 639 kasus korupsi dengan status 

penyidikan. Kemudian, kepolisian menangani 246 kasus di tingkat penyidikan. 

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 26 kasus 

pada tingkat penyidikan pada semester kedua tahun lalu. Namun, sepanjang Januari 

hingga Juni 2016, kasus yang naik ke tahap penuntutan jumlahnya hanya sedikit. 

Kejaksaan hanya menuntaskan 112, sementara Kepolisian hanya melimpahkan 35 

kasus ke tahap penuntutan. Sementara itu, KPK hanya melimpahkan 9 kasus ke 

tahap penuntutan. Menurut Wana, penurunan secara kuantitas ini menurut kami, bisa 

jadi karena anggaran, bisa juga karena kompetensi penyidik yang belum memadai. 

Pemantauan ini dilakukan KPK sejak 1 Januari 2016 - 30 Juni 2016, dengan sumber 

situs resmi lembaga penegak hukum dan pemberitaan di media. 

Metodologi penelitian dilakukan dengan melakukan pemantauan, 

pengumpulan data, melakukan tabulasi dan membandingkan statistik berdasarkan 

tahun. Penelitian juga dilakukan dengan analisis deskriptif atas kinerja penyidikan 

kasus korupsi. Berdasarkan data yang telah di dapatkan tersebut, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah ingin menganalisis faktor- faktor apa sajakah yang dapat 
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mempengaruhi terjadinya kecurangan yang terjadi di lingkungan Kementerian 

Perdagangan Republik Indonesia. 

Penelitian ini menerapkan Crowe’s fraud pentagon theory, sebuah teori yang 

menjelaskan bahwa terdapat lima elemen yang mendasari seseorang melakukan 

kecurangan yaitu opportunity (kesempatan), pressure (tekanan), rationalization 

(pembenaran), competence (kapabilitas), dan arrogance (arogansi). Teori ini 

merupakan teori terbarukan hasil pengembangan teori fraud triangle yang 

dikemukakan oleh Cressey (1953) dan teori fraud diamond yang dikemukakan oleh 

Wolfe dan Hermanson (2004). Penelitian dilatarbelakangi oleh keprihatinan 

terhadap maraknya kasus korupsi di Indonesia terutama disektor pemerintahan yang 

masih cukup sulit untuk diungkapkan. 

Penelitian sebelumnya mengenai kecurangan masih didominasi oleh model 

fraud triangle. Masih sedikit penelitian yang dilakukan untuk mengupas kasus ini 

menggunakan Crowe’s fraud pentagon theory. Berdasarkan latar belakang di atas, 

penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengujian lebih mendalam mengenai 

kemampuan Crowe’s fraud pentagon theory yang dikemukakan oleh Crowe (2011), 

menginvestigasi dan memberikan penjelasan lebih lanjut apakah Crowe’s fraud 

pentagon theory dapat membantu untuk mendeteksi adanya kecenderungan 

timbulnya kecurangan terlebih pada sektor pemerintahan di Indonesia. 

Pada penelitian ini peneliti memproksikan suatu tekanan (pressure) dengan 

adanya persepsi keadilan organisasional yang berdasarkan pada teori ekuitas dan 

keadilan, konsep keadilan organisasional lebih lanjut dapat dipahami dalam dua 

dimensi yaitu keadilan distributif dan keadilan prosedural. Didalam suatu 

pemerintahan adanya suatu ketidakadilan yang dirasakan didalam organisasi dapat 

menjadi pemicu seseorang melakukan kecurangan. Keadilan distributif adalah suatu 

konsep psikologis yang berhubungan dengan kewajaran terhadap hasil yang 

dirasakan, sedangkan keadilan prosedural mengacu pada tingkat keadilan yang 

dirasakan terhadap suatu proses pengambilan keputusan (Pristiyanti, 2012). 

Ketidakadilan merupakan salah satu sumber ketidakpuasan kerja, adanya 

ketidakpuasan kerja dapat dipicu karena beban pekerjaan yang banyak sedangkan 

kompensasi yang tidak memadai, hal tersebut dapat memicu terjadinya pencurian 

oleh pekerja. Ketidakpuasan pegawai terhadap kompensasinya dapat menyebabkan 

pegawai tersebut melakukan korupsi, ditambah dengan faktor arogansi (arrogance) 

dimana faktor ini merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi, dengan rasa 

yang tidak pernah puas pegawai melakukan berbagai cara untuk melakukan tindak 

korupsi dengan kemampuan (competence) dan kedudukannya. 

Peluang (Opportunity) adalah faktor penyebab korupsi yang disebabkan 

karena adanya kelemahan didalam suatu sistem, dimana seorang pegawai 

mempunyai kemampuan (competence) dan kuasa untuk memanfaatkan kelemahan 

yang ada sehingga dapat melakukan kecurangan, faktor arogansi (arrogance) juga 

dapat memicu terjadi kecurangan, dengan kedudukan dan keserakahan pegawai 

dapat menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan internal control disuatu 
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instansi. Rasionalisasi (rationalization) yaitu faktor dimana pegawai tersebut 

mengesahkan perbuatannya itu padahal perbuatannya dapat menyebabkan kerugian 

bagi instansi. 

Rasionalisasi (rationalization) peneliti memproksikan suatu rasionalisasi 

dengan budaya organisasi dan perilaku tidak etis. Budaya organisasi dapat 

ditingkatkan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance (GCG) yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja 

sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien. Budaya organisasi yang baik 

tidak akan membuka peluang sedikitpun bagi pegawai untuk melakukan korupsi. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka permasalahan 

penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengaruh 

keadilan prosedural, keadilan distributif, sistem pengendalian internal, kesesuaian 

kompensasi, budaya organisasi, perilaku tidak etis, dan penegakan hukum terhadap 

kecenderungan terjadinya kecurangan di sektor pemerintahan. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan prosedural, 

keadilan distributif, sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya 

organisasi, perilaku tidak etis, dan penegakan hukum terhadap kecenderungan 

terjadinya kecurangan di sektor pemerintahan khususnya Kementerian Perdagangan 

Republik Indonesia. 

 

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS 

 

Fraud pentagon theory merupakan Teori terbarukan yang mengupas lebih 

mendalam mengenai faktor-faktor pemicu kecurangan adalah teori fraud pentagon 

(Crowe’s fraud pentagon theory). Teori ini dikemukakan oleh Crowe Howarth pada 

2011. Teori fraud pentagon merupakan perluasan dari teori fraud triangle yang 

sebelumnya dikemukakan oleh Cressey, dalam teori ini menambahkan dua elemen 

fraud lainnya yaitu kompetensi (competence) dan arogansi (arrogance). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Crowe’s fraud pentagon theory (Crowe, 2011) 

Sumber: Wikipedia 
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Kompetensi (competence) yang dipaparkan dalam teori fraud pentagon 

memiliki makna yang serupa dengan kapabilitas/kemampuan (capability) yang 

sebelumnya dijelaskan dalam teori fraud diamond oleh Wolfe dan Hermanson pada 

2014. Kompetensi/kapabilitas merupakan kemampuan karyawan untuk 

mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan 

mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya (Crowe, 2011). Menurut 

Crowe, arogansi adalah sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan merasa bahwa 

kontrol internal atau kebijakan perusahaan tidak berlaku untuk dirinya. Bila 

dikaitkan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini maka faktor pertama yaitu 

tekanan (pressure), tekanan datang dari kondisi ekonomi pegawai dan budaya 

organisasi instansi, kompensasi yang dianggap kurang atau tidak sesuai dengan 

kebutuhan sehari- hari dapat menjadikan itu sebagai suatu tekanan, setelah tekanan 

dating dari dalam diri seorang pegawai maka timbul rasa ingin mendapatkan sesuatu 

yang lebih dengan cara apapun termasuk korupsi, faktor kedua yaitu peluang 

(opportunity), peluang muncu dikarenakan lemahnya sistem pengendalian internal 

dan penegakan hukum yang lemah, hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pegawai 

yang ingin melakukan kecurangan, selanjutnya faktor ketiga yaitu raionalisasi 

(rationalization), dimana hal tersebut muncul dari budaya organisasi yang kurang 

baik, yang menganggap bahwa melakukan korupsi kecil-kecilan bukan merupakan 

tindakan kecurangan, didukung pula dengan faktor ke empat dan kelima yaitu 

arogansi (arrogance) dan kompeten (competence), dimana seseorang merasa 

memiliki kedudukan yang tinggi dan tingkat keegoisan yang tinggi maka dapat 

menyalahgunakan kedudukannya dalam hal melakukan sesuatu maupun mengambil 

suatu keputusan. Keputusan dapat diambil dengan pertimbangan sendiri tanpa 

mendengarkan ide-ide dari para pegawainya. 

Fraud secara umum merupakan perbuatan melanggar hukum, yang 

dilakukan secara ilegal, dan dilakukan oleh orang perorangan atau sekelompok 

orang, baik dari dalam maupun luar organisasi secara sengaja atau terencana yang 

menyebabkan orang atau kelompok mendapatkan keuntungan, dan di sisi lain dapat 

merugikan orang atau kelompok lain. 

 

Pengaruh Keadilan Prosedural Terhadap Kecurangan 

Keadilan prosedural adalah persepsi keadilan terhadap prosedur yang 

digunakan untuk membuat keputusan sehingga setiap anggota organisasi merasa 

terlibat didalam nya. Bila dikaitkan dengan fraud pentagon theory, faktor pertama 

yaitu tekanan (pressure) datang dari dalam diri seorang pegawai untuk melakukan 

tindak kecurangan dengan didasari oleh faktor keegoisan. Sedangkan peluang 

(opportunity) terjadi karena seorang pegawai atau atasan menyalahgunakan posisi 

atau jabatannya, dengan jabatan dan posisi yang dimilikinya dia dapat bertindak 

egois untuk mempertahankan keputusannya dan mengabaikan keputusan orang lain, 

dan faktor yang terakhir adalah rasionalisasi (rationalization), pada faktor ini seorang 
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atasan atau pegawai menganggap bahwa keputusan yang dia ambil sudah tepat, tanpa 

harus mempertimbangkan keputusan-keputusan lainnya. 

Seharusnya jika berdasarkan teori yang ada maka dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi tingkat adil di dalam instansi pemerintah maka akan dapat 

menurunkan tingkat terjadinya fraud di dalam instansi tersebut. Dalam penelitian 

yang dilakukan Pristiyanti (2012) menunjukkan keadilan prosedural tidak 

berpengaruh terhadap fraud di sektor pemerintahan, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Adinda (2015) terdapat pengaruh negatif keadilan prosedural 

terhadap kecurangan di sektor pemerintahan, dan penelitian yang dilakukan oleh 

Apriadi (2014) keadilan prosedural berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan di 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta. 

H1 : Terdapat Pengaruh Negatif Keadilan Prosedural Terhadap Kecurangan di 

Sektor Pemerintahan. 

 

Pengaruh Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan 

Pengendalian internal berkaitan dengan proses-proses dan praktik- praktik 

manajemen di suatu organisasi dimana manajer berusaha untuk memastikan bahwa 

keputusan-keputusan dan aktivitas-aktivitas yang disetujui benar-benar diambil dan 

dilaksakan dengan baik. Bila dikaitkan dengan fraud pentagon theory, faktor pertama 

yaitu tekanan (pressure), tekanan datang dari kelompok organisasi untuk 

mengabaikan sistem pengendalian yang berlaku, maka akan berdampak timbul nya 

kecurangan di sektor pemerintah, sedangkan faktor kedua yaitu peluang 

(opportunity), kecurangan yang ditimbulkan oleh faktor ini disebabkan karena sistem 

pengendalian internal di suatu organisasi belum berjalan dengan efektif dan efisien, 

dan juga belum berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan juga 

disebabkan karena lemahnya sistem pengendalian internal didalam organisasi 

tersebut, dan faktor ketiga yaitu rasionalisasi (rationalization), faktor rasionalisasi ini 

adalah mengesahkan atau menghalalkan sistem pengendalian yang sudah berjalan 

didalam organisasi tanpa memikirkan untuk memperbaiki atau membuat lebih baik 

lagi sistem pengendalian internal didalam organisasi tersebut agar lebih efektif dan 

efisien. 

Seharusnya keefektifan sistem pengendalian internal di suatu instansi harus 

berjalan dengan baik, karena semakin baik sistem pengendalian internal maka akan 

dapat mengurangi tingkat terjadinya kecurangan didalam instansi tersebut. Dalam 

penelitian yang dilakukan Zulkarnain (2013) terdapat pengaruh negatif antara 

Keefektifan Sistem Pengendalian Internal terhadap fraud di Sektor Pemerintahan. 

Artinya semakin efektif pengendalian internal perusahaan, semakin rendah 

kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Apriadi (2014) keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap terjadinya 

kecurangan di instansi pemerintahan, menurut Suroso (2015) terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel keefektifan sistem pengendalian internal terhadap 

kecenderungan perilaku fraud, menurut penelitian lainnya Ardianingsih (2016) 
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terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara efektifitas pengendalian internal 

terhadap kecurangan di sektor pemerintahan dan menurut penelitian Sari (2016) 

keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap fraud. 

H3 : Terdapat Pengaruh Negatif Keefektifan Pengendalian Internal Terhadap 

Kecurangan di Sektor Pemerintahan. 

 

Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecurangan 

Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada 

manajer dan para karyawan, baik berupa finansial dan non finansial, sesuai dengan 

tingkat pekerjaan yang dikerjakan. Bila dikaitkan dengan fraud pentagon theory, 

faktor pertama yaitu tekanan (pressure), adanya tekanan disini berarti seorang atasan 

maupun pegawai mendapat tekanan dari faktor ekonomi dan keuangan, dimana 

dalam faktor-faktor tersebut membuat para atasan maupun pegawai menghalalkan 

berbagai cara untuk mendapatkan kompensasi yang lebih, dimana pada dasarnya 

setiap manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang didapatnya saat ini, 

dengan memiliki cara berpikir yang seperti itu maka akan terjadilah kecurangan 

didalam organisasi, ditambah adanya peluang (opportunity) didalam organisasi maka 

akan melancarkan tindak kecurangan tersebut. 

Dengan sesuainya tingkat kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada 

atasan dan pegawai sesuai dengan posisi pekerjaannya seharusnya dapat menekan 

tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintah. Dalam penelitian yang dilakukan 

Sulistiyowati (2007) bahwa kepuasan gaji berpengaruh terhadap persepsi aparatur 

pemerintah daerah tentang tindak korupsi. Terdapat kesesuaian hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Zulkarnain (2013) yang berarti bahwa semakin tinggi persepsi 

kesesuaian kompensasi pegawai instansi di pemerintahan maka dapat menekan 

tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan. Hasil analisis ini mendukung teori 

yang ada, bahwa seseorang yang terpuaskan kompensasinya tidak akan melakukan 

tindakan korupsi Darsono dalam Zulkarnain (2013), sedangkan menurut 

penelitiannya yang lain seperti Apriadi (2014) kesesuaian gaji berpengaruh terhadap 

terjadinya fraud di institusi pemerintahan, menurut Ardianingsih (2016) terdapat 

pengaruh tidak signifikan antara kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan di 

sektor pemerintahan, dalam penelitian yang lain yang dilakukan oleh Adinda (2015) 

dan Sari (2016) hasil penelitiannya menunjukan bahwa kesesuaian kompensasi tidak 

berpengaruh terhadap fraud. 

H4 : Terdapat Pengaruh Negatif Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecurangan 

di Sektor Pemerintahan. 

 

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan 

Budaya organisasi adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota 

organisasi, yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para 

anggota organisasi. Bila dikaitkan dengan fraud pentagon theory, faktor pertama 

yaitu tekanan (pressure), tekanan yang terdapat didalam organisasi akan 
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mempengaruhi budaya organisasi di suatu instansi, jika budaya yang dianut oleh 

organisasi tersebut budaya yang buruk maka akan dapat menyebabkan terjadinya 

kecurangan, faktor selanjutnya yaitu peluang (opportunity), jika budaya organisasi 

yang dianut didalam organisasi tersebut budaya yang tidak baik maka akan 

menimbulkan peluang terjadinya kecurangan di dalam organisasi, dari kedua faktor 

tersebut akan muncul faktor ketiga yaitu rasionalisasi, jika budaya didalam organisasi 

sudah tidak baik maka semua pegawai didalam organisasi tersebut akan 

menghalalkan berbagai cara untuk melakukan kecurangan yang dilakukan secara 

berkelompok. 

Dalam penelitian yang dilakukan Sulistiyowati (2007), mengatakan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang 

tindak korupsi. Terdapat pengaruh negatif antara Budaya Organisasi terhadap fraud 

di sektor pemerintahan. Menurut Zulkarnain (2013) budaya organisasi tidak 

berpengaruh terhadap fraud di sektor pemerintahan. Dengan adanya perbedaan hasil 

penelitian tersebut, peneliti ingin menganalisis kembali tentang pengaruh sistem 

pengendalian internal terhadap kecurangan, dengan didukung pernyataan bahwa 

semakin baik kultur organisasi maka akan semakin rendah tingkat kecurangan di 

sektor pemerintahan, dan semakin tinggi budaya organisasi maka akan semakin 

rendah tingkat kecurangan di sektor pemerintahan, sedangkan menurut penelitian 

yang lain seperti yang dilakukan oleh Adinda (2015) Terdapat pengaruh negatif 

kultur organisasi terhadap kecenderungan fraud, penelitian berikutnya yang 

dilakukan oleh Sari (2016) menyatakan bahwa kultur organisasi berpengaruh positif 

terhadap fraud dan penelitian yang dilakukan oleh Ardianingsih (2016) terdapat 

pengaruh tidak signifikan budaya etis organisasi terhadap kecurangan di sektor 

pemerintahan. 

H5 : Terdapat Pengaruh Negatif Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan di 

Sektor Pemerintahan. 

 

Pengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecurangan 

Perilaku tidak etis dapat didefinisikan sebagai perilaku yang tidak sesuai 

dengan norma-norma sosial secara umum. Bila dikaitkan dengan fraud pentagon 

theory. Faktor pertama yaitu tekanan (pressure), tekanan tersebut diperoleh melalui 

pengaruh budaya organisasi didalam organisasi tersebut, dapat dikatakan jika budaya 

didalam organisasi itu tidak baik maka akan mempengaruhi sikap para atasan dan 

pegawai untuk berperilaku tidak etis, dan faktor kedua yaitu peluang (opportunity), 

jika perilaku tidak etis didalam instansi tersebut tinggi, maka akan menciptakan 

peluang terjadinya kecurangan didalam instansi tersebut, dan apabila peluang untuk 

melakukan kecurangan sudah ada, maka akan timbul faktor ketiga yaitu rasionalisasi, 

dimana anggota organisasi menganggap perilaku tidak etis tersebut menjadi hal yang 

biasa didalam instansi. 

Dalam penelitian yang dilakukan Zulkarnain (2013), terdapat pengaruh positif 

antara Perilaku Tidak Etis. Dapat disimpulkan bahwa semakin etis perilaku pegawai 
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instansi pemerintahan maka akan dapat menekan terjadinya fraud di sektor 

pemerintahan. Perilaku etis seorang pegawai juga dipengaruhi oleh budaya 

organisasi yang baik. budaya organisasi akan mempengaruhi sikap dan perilaku 

semua anggota organisasi tersebut. Budaya yang kuat dalam organisasi dapat 

memberikan paksaan atau dorongan kepada para anggotanya untuk bertindak atau 

berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi. Dengan adanya ketaatan 

atas aturan dan juga kebijakan-kebijakan instansi tersebut maka diharapkan bisa 

mengoptimalkan kinerja dan produktivitas para pegawai untuk mencapai tujuan 

organisasi, sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa perilaku tidak etis 

berpengaruh negatif terhadap fraud, Sari (2016). 

H6 : Terdapat Pengaruh Positif perilaku Tidak Etis Terhadap Kecurangan di 

Sektor Pemerintahan. 

 

Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Kecurangan 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Walaupun hukum tidak dapat terlihat, 

namun sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Bila dikaitkan dengan fraud 

pentagon theory, faktor pertama yaitu tekanan (pressure), faktor tekanan ini datang 

dari tekanan kebutuhan yang mencakup tuntutan ekonomi dan kebutuhan keuangan, 

faktor kedua yaitu peluang (opportunity), peluang terjadinya kecurangan muncul 

karena penegakan hukum yang lemah didalam suatu instansi, dan faktor ketiga yaitu 

rasionalisasi (rationalization), karena penegakan hukum yang lemah maka para 

pegawai tidak merasa takut dengan hukum yang ada, akibatnya para pegawai akan 

terus melakukan kecurangan. 

Kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud 

untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung 

merugikan pihak lain. Penegakan hukum merupakan bentuk tindakan nyata oleh 

subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada 

disuatu negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, tetapi tidak 

mematuhinya. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat. Kesadaran 

masyarakat akan timbul bila penegakan hukum dapat berjalan dengan semestinya. 

Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat mengurangi fraud di sektor 

pemerintahan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2013) dan Adinda 

(2015) tidak terdapat pengaruh penegakan hukum terhadap fraud di sektor 

pemerintahan, sedangkan penelitian yang lain menyatakan penegakan hukum 

berpengaruh positif terhadap fraud, Sari (2016), dalam penelitian lain yang dilakukan 

oleh Ardianingsih (2016) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh tidak signifikan 

antara penegakan hukum terhadap kecurangan di sektor pemerintahan. Menurut 



Jurnal Magister Akuntansi Trisakti Vol. 4 No. 2 September 2017 
 

218 
 

Suroso (2015) tidak terdapat pengaruh penegakan hukum terhadap fraud di sektor 

pemerintahan. 

H7 : Terdapat Pengaruh Negatif Penegakan Hukum Terhadap Kecurangan di 

Sektor Pemerintahan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di 

Kementerian Perdagangan. Pengertian sampel menurut Sugiyono (2012) menyatakan 

bahwa: Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, dalam penelitian 

ini sampelnya berjumlah 120 pegawai Kementerian Republik Indonesia, diambil 

dengan teknik convenience sampling. Teknik convenience sampling merupakan 

teknik pengambilan sampel yang sesuai dengan ketentuan atau persyaratan sampel 

dari populasi tertentu yang paling mudah dijangkau atau didapatkan. 

 

Operasional Variabel 

Variabel Terikat (Dependent Variable): Kecurangan di Sektor Pemerintahan. 

Kecurangan (fraud) adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk 

memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain 

secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu 

keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya 

dan hak-hak dari pihak lain. Kecurangan di Kementerian Perdagangan Republik 

Indonesia dapat dinilai dengan menggunakan skala likert 1-5 dengan terdiri dari 5 

pertanyaan yang diadopsi dari penelitian Zulkarnain (2013). 

 

Variabel Bebas (Independent Variable) 

Keadilan Prosedural 

Keadilan prosedural ialah persepsi keadilan terhadap prosedur yang 

digunakan untuk membuat keputusan sehingga setiap anggota organisasi merasa 

terlibat di dalamnya. Keadilan prosedural (Procedural Justice) berkaitan dengan 

proses atau prosedur untuk mendistribusikan penghargaan. Pengukuran 

menggunakan skala likert 1-5 dengan terdiri dari 5 pertanyaan yang diadopsi dari 

penelitian Pristiyanti (2012). 

 

Keadilan Distributif 

Keadilan distributif mengarah pada keadilan dari tingkat bawah, yang 

mencakup masalah penggajian, pelatihan, promosi, maupun pemecatan. Keadilan 

distributif secara konseptual juga berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang 
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yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Pengukuran menggunakan 

skala likert 1-5 dengan terdiri dari 5 pertanyaan yang diadopsi dari penelitian 

Pristiyanti (2012). 

 

Keefektifan Sistem Pengendalian internal 

Keefektifan sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem yang terdiri 

dari kebijakan, prosedur, cara, dan peraturan yang ditetapkan oleh negara agar 

rencana dan tujuan dapat dicapai dengan baik. Dengan adanya pengendalian internal 

yang efektif akan menghindarkan terjadinya tindakan-tindakan penyimpangan yang 

dapat merugikan negara. Pengukuran menggunakan skala likert 1-5 dengan terdiri 

dari 5 pertanyaan yang diadopsi dari penelitian Zulkarnain (2013). 

 

Kesesuaian Kompensasi 

Kompensasi merupakan hasil kerja atau balas jasa pegawai yang berwujud 

nominal (uang) yang diberikan majikan (pimpinan) kepada pegawainya. Kompensasi 

dapat berperan dalam meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih efektif 

dan produktif, sebab kompensasi adalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

karyawan. Pengukuran menggunakan skala likert 1-5 dengan terdiri dari 5 

pertanyaan yang diadopsi dari penelitian Zulkarnain (2013). 

 

Budaya Organisasi 

Budaya organisasi merupakan nilai, norma, dan konsep dasar yang dianut 

oleh anggota organisasi yang mempengaruhi perilaku dan cara kerja anggota 

organisasi. Pengukuran menggunakan skala likert 1-5 dengan terdiri dari 5 

pertanyaan yang diadopsi dari penelitian Zulkarnain (2013). 

 

Perilaku Tidak Etis 

Perilaku tidak etis merupakan sesuatu yang sulit untuk dimengerti, yang 

jawabannya tergantung pada interaksi yang komplek antara situasi serta karakteristik 

pribadi pelakunya. Meski sulit dalam konteks akuntansi, dan hubungannya dengan 

pasar sering tidak jelas, namun memodelkan perilaku perlu dipertimbangkan guna 

memperbaiki kualitas keputusan serta mengurangi biaya yang berkaitan dengan 

informasi dan untuk memperbaiki tersedianya informasi yang tersedia bagi pasar. 

Pengukuran menggunakan skala likert 1-5 dengan terdiri dari 5 pertanyaan yang 

diadopsi dari penelitian Zulkarnain (2013). 

 

Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu 

lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Pengukuran menggunakan skala likert 1-5 dengan terdiri dari 5 

pertanyaan yang diadopsi dari penelitian Zulkarnain (2013). 
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Uji Instrument Penelitian 

Uji Validitas 

Dalam penelitian ini terdapat 8 variabel yaitu kecurangan disektor 

pemerintah, keadilan prosedural, keadilan distributif, keefektifan sistem 

pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya organisasi, perilaku tidak etis, 

dan penegakan hukum. Pegujian validitas penelitian menggunakan alat bantu hitung 

yaitu SPSS 13. Dari hasil yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari semua 

pernyataan yang diajukan hasilnya valid, baik dari variabel dependen maupun 

variabel independent. Untuk selanjutnya pernyataan- pernyataan yang valid 

dilakukan pengolahan data. 

 

Uji Reliabilitas 

Dari uji reliabilitas dilihat bahwa kedelapan variabel dalam penelitian ini 

dinyatakan reliabel karena cronbach alpha dan composite reliability masing-masing 

variabel lebih besar dibandingkan nilai standar umum yang dibentuk yaitu 0,60. 

 

Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat 

besarnya Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF pada hasil 

uji multikolinearitas model regresi untuk semua variabel independennya kurang dari 

10 dan nilai tolerance lebih dari 0.1 atau 10%. Dengan demikian, dapat dibuktikan 

bahwa pada model regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas. 

 

Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran variabel-variabel 

yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (mean), nilai minimum, 

nilai maksimum, nilai standar deviasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Statistik Deskriptif 

 

Tabel 1 

Statistik Deskriptif  

 N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. Deviati 

on 

Keadilan Prosedural 103 2.60 5.00 3.8816 .60872 

Keadilan Distributif 103 2.40 5.00 3.7981 .63893 

Keefektifan system 

103 2.40 5.00 3.8388 .58414 

pengendali an internal      

Kesesuaian kom pensas 103 2.40 4.80 3.7903 .60480 
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 N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. Deviati 

on 

i 

Budaya Organis asi 103 2.00 5.00 3.7883 .58800 

Perilaku tidak etis 103 1.00 3.60 2.2330 .66042 

Penegakan hukum 103 2.00 5.00 3.9301 .61594 

Kecurangan di s ektor 

103 1.00 3.60 2.1437 .66416 

pemeri ntahan      

Valid N (listwise) 103     

      

 

Analisis data didasarkan dari jawaban responden yang terkumpul sebanyak 103 

responden. Dari statistik deskriptif diatas dapat dilihat bahwa semua variabel 

berada pada nilai rata-rata yang berbeda-beda, ini menunjukan bahwa sebagian 

besar responden setuju atas item-item pernyataan yang peneliti ajukan. 

 

Hasil Uji Hipotesis 

 

Tabel 2 

Uji Hipotesis 

Model Coefficients Sig. 

 (B)  

Keadilan Prosedural -.120 .049 

Keadilan Distributif -.188 .036 

Keefektifan Sistem Pengendalian Internal -.170 .041 

Kesesuaian Kompensasi -.150 .038 

Budaya Organisasi -.193 .038 

Perilaku Tidak Etis .186 .007 

Penegakan Hukum -.156 .013 

 

Sumber: diolah menggunakan SPSS 13 

 

Berdasarkan nilai Unstandardized Coefficients Beta untuk melihat 

hubungan searah atau tidak searah dan Sig dari t untuk melihat pengaruh signifikan 

atau tidak, dapat disimpulkan dari hasil t-Test yang dilakukan dari variabel keadilan 

prosedural, keadilan distributif, keefektifam sistem pengendalian internal, 

kesesuaian kompensasi, budaya organisasi, perilaku tidak etis, dan penegakan 

hukum diterima yang berarti semua variabel berpengaruh secara signifikan terhadap 

kecurangan di sektor pemerintahan. 
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Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini mendapatkan hasil bahwa ada 7 faktor yang dapat 

menyebabkan terjadinya kecurangan pada Kementerian Perdagangan Republik 

Indonesia yang berada di DKI Jakarta yaitu Keadilan Prosedural, Keadilan 

Distributif, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, 

Budaya Organisasi, Perilaku Tidak Etis, Penegakan Hukum yang secara simultan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan. Secara parsial Keadilan 

Prosedural, Keadilan Distributif, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, 

Kesesuaian Kompensasi, Budaya Organisasi, Perilaku Tidak Etis dan Penegakan 

Hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kecurangan sedangkan 

perilaku tidak etis merupakan variabel yang paling dominan dalam penelitian ini. 

 

Keadilan Prosedural Berpengaruh Negatif Terhadap Terjadinya Kecurangan 

di Sektor Pemerintahan 

Bila dikaitkan dengan crowe’s fraud pentagon theory, faktor pertama yaitu 

tekanan (pressure) datang dari dalam diri seorang pegawai untuk melakukan tindak 

kecurangan dengan didasari oleh faktor keegoisan. Sedangkan peluang 

(opportunity) terjadi karena seorang pegawai atau atasan menyalahgunakan posisi 

atau jabatannya, dengan jabatan dan posisi yang dimilikinya dia dapat bertindak 

egois untuk mempertahankan keputusannya dan mengabaikan keputusan orang lain, 

dan faktor yang terakhir adalah rasionalisasi (rationalization), pada faktor ini 

seorang atasan atau pegawai menganggap bahwa keputusan yang dia ambil sudah 

tepat, tanpa harus mempertimbangkan keputusan-keputusan lainnya. Jika 

berdasarkan teori yang ada maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat 

adil di dalam instansi pemerintah maka akan dapat menurunkan tingkat terjadinya 

kecurangan di dalam instansi tersebut. 

Di dalam hipotesis ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap terjadinya kecurangan di sektor pemerintahan, dari hasil 

hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor tersebut mempengaruhi para 

pegawai untuk melakukan tindak kecurangan dan juga karena didasari faktor 

keegoisan dimana dengan adil atau tidaknya keadilan prosedural, tetap saja 

kecurangan di sektor pemerintahan terjadi. Sehingga adil atau tidaknya keadilan 

prosedural yang di dasarkan pada keadilan prosedur pengambilan keputusan di 

suatu instansi tidak menjadi jaminan untuk mencegah terjadinya kecurangan di 

sektor pemerintahan. Hal tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Pristiyanti (2012) yang menunjukkan keadilan prosedural tidak berpengaruh 

terhadap kecurangan di sektor pemerintahan. 

 

Keadilan Distributif Berpengaruh Negatif Terhadap Terjadinya Kecurangan 

di Sektor Pemerintahan 

Bila dikaitkan dengan crowe’s fraud pentagon theory, faktor pertama yaitu 

tekanan (pressure) yang menyebabkan terjadinya kecurangan pada keadilan 



Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan Pada Sektor 

Pemerintahan (Studi Penelitian Pada Kementerian Perdagangan) 

 

223 
 

distributif datang dari adanya tekanan kebutuhan keuangan dan tuntutan ekonomi. 

Seorang atasan melakukan tindakan kecurangan tersebut agar kebutuhan keuangan 

dan kebutuhan ekonomi nya dapat tercapai, sedangkan kecurangan yang datang dari 

faktor kedua yaitu peluang (opportunity), adanya peluang didalam instansi tersebut 

disebabkan karena pengawasan yang lemah maka atasan atau pegawai instansi 

melakukan berbagai cara untuk mencukupi kebutuhan ekonominya, dan faktor 

ketiga adalah rasionalisasi (rationalization), di faktor ini atasan dan pegawai 

menganggap bahwa kecurangan yang mereka lakukan tidak seberapa, dan menurut 

mereka tidak akan merugikan perusahaan atau organisasi. Di dalam hipotesis ini 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan terhadap terjadinya 

kecurangan di sektor pemerintahan. Dari hasil hipotesis tersebut dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi persepsi pegawai mengenai keadilan distributif dalam bentuk 

kesejahteraan karyawan maka dapat mengurangi terjadinya kecurangan di sektor 

pemerintahan. 

Keadilan Distributif perusahaan dapat menimbulkan kepuasan kerja pada 

karyawan, dengan cara pemberian reward (hadiah) terhadap pegawai yang teladan 

maka kepuasan kerja akan tercapai. Dan para pegawai di dalam instansi akan 

bersaing secara sehat dengan melakukan pekerjaan dengan baik untuk memperoleh 

reward tersebut. Hal tersebut dapat meminimalkan tingkat terjadinya kecurangan 

namun tidak menjadi jaminan untuk mencegah terjadinya kecurangan di sektor 

pemerintahan. Hal tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Pristiyanti (2012) yang meyatakan bahwa keadilan distributif tidak mempunyai 

pengaruh terhadap kecurangan di sektor pemerintahan. 

 

Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Negatif Terhadap 

Terjadinya Kecurangan di Sektor Pemerintahan 

Bila dikaitkan dengan Crowe’s fraud pentagon theory, faktor pertama yaitu 

tekanan (pressure), tekanan datang dari kelompok organisasi untuk mengabaikan 

sistem pengendalian yang berlaku, maka akan berdampak timbulnya kecurangan di 

Kementerian Perdagangan, sedangkan faktor kedua yaitu peluang (opportunity), 

kecurangan yang ditimbulkan oleh faktor ini disebabkan karena system pengendalian 

internal di suatu organisasi belum berjalan dengan efektif dan efisien, dan juga belum 

berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan juga disebabkan karena 

lemahnya sistem pengendalian internal didalam organisasi tersebut, faktor ketiga 

yaitu rasionalisasi (rationalization), faktor rasionalisasi ini adalah mengesahkan atau 

menghalalkan sistem pengendalian yang sudah berjalan didalam organisasi tanpa 

memikirkan untuk memperbaiki atau membuat lebih baik lagi sistem pengendalian 

internal didalam organisasi tersebut agar lebih efektif dan efisien, faktor keempat dan 

kelima yaitu kompetensi (competence) dan arogansi (arrogance), kedua faktor ini 

menggunakan kemampuan dan kedudukannya untuk mengabaikan sistem 

pengendalian yang sudah berjalan didalam organisasi, sehingga akan menimbulkan 

terjadinya kecurangan di kantor Kementerian Perdagangan RI. 
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Di dalam hipotesis ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap terjadinya kecurangan di Kementerian Perdagangan. Artinya 

semakin efektif pengendalian internal perusahaan, semakin rendah kecenderungan 

kecurangan di Kementerian Perdagangan. 

Hal tersebut dikarenakan kantor Kementerian Perdagangan memiliki 

lingkungan pengendalian, sistem informasi dan komunikasi yang baik, dan aktivitas 

pengendalian yang efektif. Selain itu, sumber daya manusia nya memiliki integritas 

dan mentaati nilai etika, pimpinan dan pegawai yang memiliki komitmen, 

keteladanan seorang pemimpin, dan ketersediaan infrastruktur berupa pedoman, dan 

kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Zulkarnain (2013). 

 

Kesesuaian Kompensasi Berpengaruh Negatif Terhadap Terjadinya 

Kecurangan di Sektor Pemerintahan 

Bila dikaitkan dengan crowe’s fraud pentagon theory, faktor pertama yaitu 

tekanan (pressure), adanya tekanan disini berarti seorang atasan maupun pegawai 

mendapat tekanan dari faktor ekonomi dan keuangan, dimana dalam faktor-faktor 

tersebut membuat para atasan maupun pegawai menghalalkan berbagai cara untuk 

mendapatkan kompensasi yang lebih, dimana pada dasarnya setiap manusia tidak 

pernah merasa puas dengan apa yang didapatnya saat ini, dengan memiliki cara 

berpikir yang seperti itu maka akan terjadilah kecurangan didalam organisasi, 

ditambah adanya peluang (opportunity) didalam organisasi maka akan melancarkan 

tindak kecurangan tersebut. 

Di dalam hipotesis ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap terjadinya kecurangan di kantor Kementerian Perdagangan, yang 

berarti bahwa semakin tinggi persepsi kesesuaian kompensasi pegawai Kementerian 

Perdagangan maka dapat menekan tingkat terjadinya kecurangan di Kementerian 

Perdagangan. 

Hal tersebut dikarenakan kompensasi keuangan pegawai di Kementerian 

Perdagangan sudah sesuai dalam PP No. 9 Tahun 2007 tentang Pengadaan Pegawai 

Negeri Sipil, yang dalam lampirannya memuat Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri 

Sipil berdasarkan golongan dan masa kerja. Demikian juga untuk aturan penerimaan 

tunjangan keluarga (10% dari gaji pokok untuk istri dan 2% dari gaji pokok untuk 

anak, maksimal 2 orang anak) maupun tunjangan-tunjangan yang lainnya, dalam 

Zulkarnain (2013). Hal tersebut sesuai dengan penelitian Zulkarnain (2013). 

 

Budaya Organisasi Berpengaruh Negatif Terhadap Terjadinya Kecurangan di 

Sektor Pemerintahan 

Bila dikaitkan dengan crowe’s fraud pentagon theory, faktor pertama yaitu 

tekanan (pressure). Tekanan yang terdapat di dalam organisasi akan mempengaruhi 

budaya organisasi di suatu instansi. Jika buadaya yang dianut oleh organisasi tersebut 

budaya yang buruk, maka akan dapat menyebabkan terjadinya kecurangan. Faktor 

selanjutnya yaitu peluang (opportunity). Jika budaya organisasi yang dianut di dalam 
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organisasi tersebut budaya yang tidak baik, maka akan menimbulkan peluang 

terjadinya kecurangan di dalam organisasi. dari kedua faktor tersebut akan muncul 

faktor ketiga yaitu rasionalisasi, jika budaya didalam organisasi sudah tidak baik 

maka semua pegawai didalam organisasi tersebut akan menghalalkan berbagai cara 

untuk melakukan kecurangan yang dilakukan secara berkelompok. 

Di dalam hipotesis ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap terjadinya kecurangan di kantor Kementerian Perdagangan, 

artinya semakin tinggi tingkat persepsi budaya organisasi di kantor Kementerian 

Perdagangan, maka akan dapat menekan tingkat terjadinya kecurangan di kantor 

Kementerian Perdagangan. 

Hal tersebut berarti para pegawai Kementerian Perdagangan telah dapat 

mengorganisasikan pekerjaannya sendiri serta mengeluarkan seluruh kemampuannya 

dalam bekerja, dan para pegawai instansi merasa bangga dan dihargai oleh 

lingkungan instansi sehingga tercapai budaya kerja yang etis. Hal tersebut tidak 

sesuai dengan penelitian Zulkarnain (2013). 

 

Penegakan Hukum Berpengaruh Negatif Terhadap Terjadinya Kecurangan di 

Sektor Pemerintahan 

Bila dikaitkan dengan crowe’s fraud pentagon theory, faktor pertama yaitu 

tekanan (pressure), faktor tekanan ini datang dari tekanan kebutuhan yang mencakup 

tuntutan ekonomi dan kebutuhan keuangan, faktor kedua yaitu peluang (opportunity), 

peluang terjadinya kecurangan muncul karena penegakan hukum yang lemah 

didalam suatu instansi, dan faktor ketiga yaitu rasionalisasi (rationalization), karena 

penegakan hukum yang lemah maka para pegawai tidak merasa takut dengan hukum 

yang ada, akibatnya para pegawai akan terus melakukan kecurangan. 

Di dalam hipotesis ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif terhadap 

terjadinya kecurangan di Kementerian Perdagangan, artinya semakin tinggi persepsi 

penegakan hukum di suatu instansi, maka akan dapat menekan tingkat terjadinya 

kecurangan di Kementerian Perdagangan. Hal tersebut berarti para pegawai instansi 

pemerintah merasa para pejabat kurang cepat tanggap dalam menangani pelanggaran 

peraturan instansi sehingga penanganan pelanggaran peraturan instansi selesai tepat 

pada waktunya. Keputusan kepala instansi juga memutuskan hukuman pelanggaran 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut berbeda dengan penelitian 

Zulkarnain (2013). 

 

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh 

negatif Keadilan Prosedural, Keadilan Distributif, Keefektifan Sistem Pengendalian 

Internal, Kesesuaian Kompensasi, Budaya Organisasi, Penegakan Hukum terhadap 
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kecurangan di sektor pemerintah, terdapat pengaruh positif perilaku tidak etis 

terhadap kecurangan di sektor pemerintah. 

 

Keterbatasan 

Terdapat beberapa keterbatasan dari penelitian ini yang membatasi 

kesempurnaannya. Adapun keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Kementerian Perdagangan, dimana partisipasi 

responden hanya di dalam lingkup Kementerian Perdagangan saja. Terdapat banyak 

kementerian lain yang memiliki tingkat kecurangan yang tinggi menurut berbagai 

Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah. Penelitian lain mungkin 

akan menunjukkan hasil yang berbeda jika diterapkan pada instansi yang berbeda. 

Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini tidak dapat digunakan sebagai dasar 

generalisasi. 

2. Dalam kuesioner yang peneliti sebar kepada responden masih tercantum option N 

yaitu Netral, responden cenderung banyak memilih netral untuk menjawab butir-

butir pertanyaan. Disarankan penelitan selanjutnya menghilangkan N (netral) dalam 

kuesioner. 

3. Responden dalam penelitian ini minimal pendidikan terakhir SMA, sehingga akan 

lebih setara jika batas minimal pendidikan terakhir dirubah menjadi S1. 

 

Saran 

1. Bagi manajemen hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dan evaluasi mengenai motivasi, peluang, proses, permasalahan, serta kinerja 

pegawai instansi. 

2. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan yang ingin 

mengidentifikasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan 

terjadinya kecurangan pada sektor pemerintahan. 

3. Bagi lembaga pengawasan eksternal, dapat menambah pengetahuan untuk 

memberantas dan meningkatkan pengawasan demi menurunkan tingkat tindak 

korupsi di Indonesia. 
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